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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN STATUS 19(SEMBILン AN BElコ AS)DESA MENJADI KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN lレ ANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI LANGKAT.

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu
ditetapkan Status Desa yang berada di Ibukota Kecamatan dan

lbukota Kabupaten Menjadi Kelurahan:

bahwa untuk memenuhi maksud dan kepentingan pada huruf (a)

diatas, rnal,ia perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalarn lingkungan Propinsi
Sumatera Utara:

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian setragaimana telaft diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 22Tahw 1999 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Ting.kat II Langkat dan Binjai ke Stabat;

5. Peraturan
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5. Peraturan Penrerintah Nomor l0 Tahun 1986 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II l-angkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordnasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
1988 Nornor 10, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3373):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedornan

Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pernerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengafuran Mengenai Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang
Persyaratan Tata Cara Penangkapan dan Pemberhentian Kepala
Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kel urahan.

I l. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 40 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
Kabupaten Langkat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 60 Tahun 2000 tentang
Pembentukan. Pen ghap usan dan Pen ggabungan Kel urahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 tahun 2003 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pernberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH KABUPA'I-EN LANGKAT

Menetapkan : PERUBAHAN STATUS 19 (SEMBILAN BELAS) DESA
MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
LANGKAT.

BAB I

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal I

(l) Membentuk Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok;

(2) Kelurahan

106



(2) Kelurahan Pekan Bahorok sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
semula merupakan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok

Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pernerintahan Kelurahan Pekan Bahorok sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota
Kecamatan Bahorok.

Pasal 2

( I ) Mernbentuk Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian;

(2) Kelurahan Tanjung t.angkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
semula rnerupakan Desa Tanjung Langkat Kecamatan Salapian

Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung Langkat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l) berada di dalam Wilayah Ibukota
Kecamatan Salapian.

Pasal 3

(l) Membentuk Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala;

(2) Kelurahan Pekan Kuala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

semula merupalcan bagian dan Desa Pekan Kuala Kecamatan Kuala
Kabupaten Langkat yang meliPuti ;

a. Lingkungan Basuki h. Lingkungan Banten

b. Lingkungan Tumakninah i. Lingkungan Mandailing

c. Lingkungan Sukatani

d. Lingkungan Rel

j Lingkungan Tembo

k. Lingkunan Pasar Lori

Lingkungan Bela Rakyat l. Lingkungan Sidorejo

Lingkungan Sidodadi rn. Lingkungan X Pekan

g Lingkungan Sido Selarnat Kuala

(3) Dengan dibentuknya Kelurahan Pekan Kuala, maka Wilayatt
Kelurahan Pekan Kuala dikurangi dengan Wilayah Desa Pekan

Kuala sebagaimana dirnaksud dalanr ayat (2);

(4) Pusat Pemenntahan Keluraharr Pekan Kuala sebagaimana dimaksud
dalam ayat ( I ) berada di dalam Wilayah lbukota Kecamatan Kuala.

Pasal 4

(l) Membentuk Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai;

(2) Kelurahan.
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(2) Kelurahan Pekan Selesai sebagairnana dimaksud dalam ayat (l)
semula merupakan Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan
dimaksud dalam ayat
Kecamatan Selesai.

Kelurahan Pekan Selesai sebagaimana
(l) berada di dalam Wilayah lbukota

Pasal 5

(l) Membentuk Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai;

(2) Kelurahan Namu Ukur Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(l) semula merupakan Desa Namu Llkur Selatang Kecamatan Sei
Bingai Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Namu Ukur Selatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat ( I ) berada di dalam Wilayah Ibukota
Kecarnatan Sei Bingai.

Pasal 6

( I ) Membentuk Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai;

(2) Kelurahan Kwala Begumit sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
semula merupakan Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kwala Begumit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota
Kecamatan Binjai.

Pasal T

(l) Membentuk Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat;

(2) Kelurahan Kwala Bingai sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
ssmula merupakan Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kwala Bingai sebagaimana
dirnaksud dalam ayat (1) berada di Exs Desa Kwala Bingai
Kecamatan Stabat.

Pasal 8

( I ) Membentuk Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;

(2) Kelurahan Perdamaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
semula merupakan Desa Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten
Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Perdamaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat ( I ) berada di Exs Desa Perdamaian Kecamatan Stabat.

Pasa1 9
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Pasal 9

(l) Membentuk Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat;

(2) Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
semula merupakan Desa Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten
Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelwahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud
dalam ayat ( I ) berada di Exs Desa Sidomulyo Kecamatan Sabat.

Pasal l0

(l) Membentuk Kelurahan Bingei Kecamatan Wampu;

(2) Kelurahan Bingei sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) sernula
merupakan Desa Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

(3) Pusat Pemenntahan Kelurahan Bingai sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan
Wampu.

Pasal I I

(l) Membentuk Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang;

(2) Kelurahan Hinai Kiri sebagairnana dimaksud dalam ayat (l) semula
merupakan Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten
Langkat;

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Hinai Kiri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan
Secanggang.

Pasal 12

(l) Membentuk Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai;

(2) Kelurahan Kebun Lada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
semula merupakan Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten
Langkat;

(3) Pusat Pernerintahan Kelurahan Kebun Lada sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Hinai.

Pasal 13

(l) Membentuk Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang
Serangan;

(2) Kelurahan Batang Serangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
sernula rnerupakan Desa Batang Serangan Kecamatan Batang
Serangan Kabupaten Langkat;

(3) Pusat
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(2)

(3)

(3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Batang Serangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) berada di dalam Wilayah Ibukoa
Kecamatan Batang Sermgan,

Pasal l4

(l) Membentuk Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang

Tualang;

Kelurahan Tanjung Selamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
semula merupakan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang

Tualang Kabupaten Langkat;

Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selamat sebagaimana

dirnaksud dalam ayat (l) berada di dalam Wilayatr Ibukota
Kecamatan Padang Tualang.

Pasa1 15

(1)Metnbentt Kdurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang;

(2)Kdurahan Sawit Seberang sebagdmana dhaksud ddam ay誠 (1)

semula mempttan Desa Sawit Seberang Kecanlatan Sawit
Seberang Kabupaten Langkati.

(3)Pusat Pulle五 ntahan Kelurahan Sawit Seberang sebagaimana
dimaksud dJaln ayat(1)berada di dJ″ m Wilayah lbukota
Kecamatan Sawit Seberang.

Pasal 16

(1)Membelltt Kdurahan Pckan Gebang Kecarnatan Gebang;

(2)Kelurahan Pckan Cebang sebagaimana dimaksud dalaln ayat(1)
semula merupakan Dcsa Pekan Cebang Kecamattn Gebang
Kabuptten Langk激

;

(3)Pustt Pemcrintahan Kelurahan Pekan Gebang sebagaimma
dimaksud dJaln ay江 (1)berada di d」aln Wilayah lbukota
Kecalnatan Gebang.

Pasa1 17

(1)Melnbentuk Kelllrahall Pelawi Utara Kecarnam BabJan;

(2)Kdllrahall Pdawi Utara sebagallnana dmaksud dalaln ayat(1)
sclnula merupakan Desa Pelawi Utara Kecalnatan Babalan
Kabupaten Lallgk江 ;

(3) Pusat
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(3)Pusat Pemenntahan Kdul・ ahall Pdawi Utara sebttaimana dimaksud

dalttm ay誠  (l)berada di dalam Wilayah lbukota Kecanatan
Babalan.

Pasa1 18

(1)Mernbcntuk KdurJlall Tan3kahan Durian Kecalnatall Brandan
Barat:

(2)Kelurhan Tangkahan Durian sebagttana dimaksud ddaln ayat
(1)Semula merupakan Dcsa Tal13kahall Durian Kecalnatan
Brandan Bttat Kabupaten Langkat;

(3)Pustt PemeHntahan Kdurahan Tangkahan DuFian Sebagaimana
dilnaksud Ayat(1)berada ddarn W‖ ayah lbukota Kecalnatan.

Pasa1 19

(1)Membentuk Kelul・ ahan Pallgkalall Batu KecarnataII Brandan Bttat

(2)Kdurahan Panょ」an Batu sebagttana dimaksud dalalln ayat(1)
seinula merupakan Dcsa Pttgkdan Batu Kecalnttan Bralldan Bttat

Kabupatcnし angkat;

(4)Pusが Pじ1lGHntahan Pan3kdan Batu sebag激 mana dimaksud dalaln
ay激 (1)berada d Eks Desa Pan3kJan Batu Kecalnatan Brandan
Barat

BAB H
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasa1 20

(1)Dengan ditetapkall Status Desa mttadi Kdurahall sebagaimana

dilnaksud dalanl Pcraturan E)ael・ ah ini, kewenangan desa sebag江

suatu kё satllan masyarakat hukunl yang berhak mengatur dan

mengurus kepentlngan masyarakat sctelllpat berdasarkan asal usul

dan adal is任 adtt seternptt berubah mttadi kewenangan wllayah

kerJa Lurah scbagtt Peran3kat Dagah Kabupaten dbawah

Kecarnatan:

(2)Sduruh kCkり aall dall sumb釘 ―sllmber pcndapatan yang IIIl可 面

nlilik PemeHntall Dcsa dengan bcrubahnya status desa menJadi

Kelurahan, dlserahkan dall mttadi mJik Pcmerhtah Daerah

Kabupaten;

(3) Kekayaan



M

(3)Kekayaan dan sulnber‐ sumber Pendapatall sebagalmana dimaksud

dalan ayat(2)dike101a mclalui Anggaran Pendapatan dan Belttja

Daerah dengall memperhatikan kepeningan Kelurahan yang
bersanntan.

BAB III

BATAS KELURAHAN

Pasa1 2 1

Batas Wilayall Kelurahan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal l

ayat(1),PaS」 2 ay激 (1),Pasa1 3 ayat(1),PaSa1 4 ay江 (1),Pasa1 5

ayat(1),PaSJ 6 ayat(1),PaSJ 7 ayat(1),PaSa1 8 ay江 (1),PasJ 9

ayat(1),PaSJ 10 ayat(1),PasJ H ayat(1),Pasa1 12 ayat(1),PaSd

13 ayat(1),PaSJ 14 ayat(1),PaSJ 15 ay江 (1),Pasa1 16 ayat(1),

Pas」 17 ayat(1),PaS」 18 ayat(1),PaS」 19 ayat(1)dialangkan

dalaFn Peta yallg meupakan bagian tidak terpisahkan daril Perattan

Daerah i亜 ;

Pasa1 22

Perubahan atas Peta batas wilayah Kelurahan dilnaksud dalam pasal

21, dapat dilakukan penyesudan berdasarkan kctenm yang

berlaku un伽は itu.

BAB IV

PENUTUP

Pasa1 23

Segala ketentuan   yang bertentangan dan scbagai akibat

ditetapkalmya Peraturan Daerah面 dinyttakan udak berlaku:

Ketentuan Pdaksanaan Peraman Daerah i壷 diatur lebih l可 ut

dengan Kcputusan Kcpda Daerah;

Peraman Daerah ini beJaku pada tangg」 diundangkan.

Agar.……………… .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,

pengundang Peraturan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daemh Kabupaten Langkat.

Disahkan di    :Stabat
Pada Tanggal    : 10 Maret 2004

・        DisetuJul oleh Dewan Perwakilan               BUPATI LANGKAT
Rattat Daerah Kabupaten Lan3k江

dto

Nomor   : 04/KPTS/DPRD/2004
Tanggal   : 28 Januari 2004

H SYAMSUL ARIFIN,SE

Diundangkan di Stab江

Pada TanggJ:10 Mara 2004

SEKRETttS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs.H.MASRIZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN  :2004

NOMOR  :01
SERI    :‐ D‐
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